
 

 

 

 

 

 
BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 
NOMOR      TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur                     
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan 
penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu dilakukan 
pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik     
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan  Lembaran  Negara   Republik   Indonesia   Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

RANCANGAN 



 

 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan 
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan 

Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

dan 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2020 
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. 
 

  Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 81) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal   2024 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

  

 

      BURHANUDIN 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal    2024 

      SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

                      

 

 

         MATHUR NOVIANSYAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR ... 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR 

NOMOR … TAHUN 2024 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR                            

NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA 

 

I. UMUM 

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Badan Usaha Milik Desa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini 

dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya dalam ketentuan penutup Peraturan 

Pemerintah tersebut pasal 76 berbunyi:” Pada saat Peraturan Pemerintah ini 

mulai berlaku, BAB VII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai 

dengan Pasal I42 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku”. Dengan demkian segala pengaturan terkait BUMDes yang 

merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, harus pula dicabut. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Cukup Jelas 

Pasal II 

  Cukup Jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR …. 


